PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkaR®yaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daesdlap sDaerah
diharuskan melakukan penataan organisasi peradgkaah yang dimiliki
sesuai dengan Peraturan tersebut;

b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang periuk menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang OsganbDinas Pertanian
dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tah@h9ltentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (LerabaNegara Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor)1821

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Keteritatamntuan Pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Neghauen T&67 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokip&lepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambaharbasn Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undiadgrg Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No®8®y Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsesasiber Daya
Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 No#®rTambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangankden Negara
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara N86%®5);

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutghambaran
Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaramrlegomor
3888);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembantdaerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambaharbasn Negara
Nomor 3839);
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8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perinavakguangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Négdran 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenygdeagNegara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nigpte (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran ralegamor
3851);

10.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembamtékopinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahu® 20omor 217,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentangol&an,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Pengakih HLembaran
Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan LembaramridegNomor
3101);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentamdpdJ®eternakan
(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan &embNegara
Nomor 3102);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentangeh&tan
Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983madyo 28,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangieRa@ngan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dadmaio@ (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaranrbledéomor
3952);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentamghkean Pangan
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambaharb&em Negara
Nomor 4259);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentangrRad Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Namorambahan
Lembaran Negara Nomor 4262);

17.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang ik étenyusunan
Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancasmgdeng-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kapufresiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 T&a?Q@0 tentang
Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah faten Belitung
Tahun 2000 Nomor 19);
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19.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tah@@3 2tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarazerad
Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG

ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupatéaorige
Bupati adalah Bupati Belitung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatéung.

Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Peamntaldia Kehutanan
Kabupaten Belitung.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan tidehn Kabupaten
Belitung.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Yang selanjutnya dicihdJPTD adalah
Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebdggas Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung yangpuayai wilayah
kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur gaglakPemerintah

Kabupaten.

(2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seokamgla Dinas yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada BupddilunSekretaris
Daerah.
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Pasal 3

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas salakan kewenangan
otonomi Daerah dibidang tanaman pangan dan hddieyl perkebunan,
peternakan dan kehutanan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimakdaich ¢Pasal 3, Dinas
Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian éhatanan;
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksudnd&®asal 4, Dinas
Pertanian dan Kehutanan mempunyai kewenangan sddeadaut:

(1) Kewenangan dibidang pertanian tanaman pangamfikiltura dan
peternakan, meliputi:

a. Perencanaan dan Pengendalian;
1. Perencanaan Pembangunan Pertanian;

2. Perencanaan Operasionalisasi Standar pelayanamahihi bidang
pertanian;

3. Perencanaan Program dan Proyek pembangunan pertania
4. Perencanaan kerjasama antar wlayah Kabupaten/Kota;
5. Pengendalian Pelaksanaan pembangunan pertanian;
6. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian;
b. Pengelolaan Sumber daya lahan;
1. Pemanfaatan Tata ruang dan tata guna lahan;

2. Konservasi tanah dan air serta sumber daya alamatihdan
Ekosistemnya;

3. Rehabilitasi lahan krisis di kawasan pertanian;
4. Penetapan sarana areal;

5. Penetapan potensial dan pengelolaan sumber daya lah
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6.

Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi sethenn setengah

teknis maupun sawah tadah hujan;

c. Pemanfaatan air irigasi;

1.

2.

3.

7.

8.

Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasetersi
Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringgasr;
Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air daigasi;r

Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber airirdigasi untuk
budidaya tanaman;

Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian;

Pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani peraak
(P3A), perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT);

Pembinaan teknis konservasi air;

Perencanaan pengembangan sumber daya air;

d. Pengembangan sumber daya manusia;

1.

2.

3.

6.

Pengelolaan ketenaga kerjaan pertanian;
Pelaksanaan kegiatan pendidiksan kedinasan digijoamanian;
Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian;

Pengkajian SDM Pertanian dalam rangka evaluasi dlRmp
kebijakan program pertanian pembangunan;

Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelonp@Pusat
pelatihan pertanian pedesaan swadaya/ P4S);

Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/ Swasta

e. Penyuluhan Pertanian;

1.

Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraayulpban
pertanian;

Penyusunan perbanyakan dan penyebaran metode ylezyul
pertanian dan materi penyuluhan baik dalam bentetakan
maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuharitka

Penumbuh kembangkan kelompok tani dan kelompokritedgaan
ekonomi petani;

Pembinaan  dan pengembangan kerjasama  kemitraan
petani,penyuluh, peneliti dan LSM,;

Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertani
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6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhznipe;
7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, darugartani;
8. Pengelolaan perpustakaan pertanian;

9. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan samandupan
pertanian;

f. Penelitian, pengembangan teknologi pertanian;

1. Analisa tekhnis, ekonomis dan sosial budaya alat desin
pertanian;

2. Rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesitapan untuk
keperluan lokalita;

3. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi tegnodalam
demonstrasi penetapan teknologi pertanian spdskdsi;

4. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologinigerta
spesifik lokasi;

5. Sosialisasi inovasi teknologi dan melaksanaan bigdn dan
pengawasan penerapan tehnologi anjuran oleh petani;

6. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi;

7. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan logkno
Anjuran kondisi spesifik lokalita;

8. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkndassikan
secara priodik;

9. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil;
10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru;

11.Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologiampiart
spesifik lokasi;

12.Mengadakan kerjasama dengsan sumber-sumber tekraddg
rangka fisualisasi penerapan teknologi yang didwao;

13.Mengindentifikasi data potensi wilayah dan agroetesm;

14.Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dikas oleh
lembaga penelitian;

15.Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan atesk
kekayaan intelektual Indonesia (HAKI);

g. Pupuk dan pestisida;
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1. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk;

2. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terh&etgngkaan
pupuk dan pestisida;

3. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan gastishgkat
desa;

4. bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaapukpdan
pestisida;

5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dasigeest
6. Bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida;

7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta
pemusnahan pupuk dan pestisida;

h. Obat hewan;
1. Pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kiopelagecer;
2. Pengawasan pemakaian sediaan biologis, farmasetiprémic;

3. Pengawasan dan bimbingan sediaan biologic, farmmasdan
premic;

I. Alat dan mesin pertanian;

1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertaniahn kegarluan
lokalita;

2. Rekomrendasi pengunaan alat dan mesin pertaniaik keperluan
lokalita;

3. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin ipertamuk
keperluan lokalita;

4. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alamesim
pertanian;

5. Perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesianipe
produk lokal dan atau impor;

6. Bimbinghan cara pengoperasian dan pemeliharaardafaimesin
pertanian;

7. Pembinaan dan bimbingan bengkel/ pengrajin alat oeasin
pertanian;

] Pakan ternak;

1. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan baleku b
konsentrat;
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4.

5.

Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan balam dal

pemakaian;
Bimbingan produksi Hygiene pakan ternak;
Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan daledag;

Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;

k. Perbenihan tanaman;

1.

2.

8.

9.

bangunan dan pengelolaan balai benih milik Pensarint
Pembinaan Balai benih milik swasta;
Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;

Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran
penggadaan benih besar;

Bimbingan dan pemantauan produksi benih;

Bimbingan dan penerapan standar—standar teknisgrehamn yang
meliputi sarana tenaga dan metode;

Pembinaan dan pengembangan system informasi pemaleni
Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar;

Pemberi izin produksi benih;

10.Pengujian dan penyebarluasan benih/ bibit varitaggul lokal

tanaman pangan dan Hotikultura;

11.Pengaturan pengunaan benih/ bibit unggul;

12.Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan pgakan

bibit holtikultura,;

13.Pelaksanaan dan bimbingan dan diskresi pohon iseutifikasi

benih;

14.Penetapan sentra-sentra produksi;

15. Identifikasi benih/ bibit varitas unggul lokal tanan pangan dan

holtikultura;

|.  Perbibitan ternak;

1.

2.

Bimbingan penerapan standar-standar teknis danifiksest
perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, muturdatode;

Peredaran pengawasan mutu bibit;
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3. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan mregestrnak bibit;
4. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sutebeak bibit;

5. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak b#nig y
dilakukan swasta;

6. Pemantauan pelaksanaan dan regestrasi hasil iresrouatan;
7. Bimbingan kastrasi ternak non bibit;

8. Pemberi izin produksi bibit;

9. Bimbingan produksi bibit;

10.Bimbingan dan pembuatan dan pengesahan silsilahkter

11.Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau pioduk
mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksandem
regestrasi hasil mudigah;

12.Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang di&akwleh
swasta;

13. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik);
14.Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri;
m. Perlindungan tanaman;

1. Pengamatan, dan indentifikasi pemetaan, pembesmtakan
analisis dampak kerugian organisasi penggangu tharqu

2. Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan onganis
pangganggu tanaman (OPT) kepada masyarakat;

3. pengumpulan dan pengelolaan data OPT dan agroklimat
4. Bimbingan jasa perlindungan tanaman;

5. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan mekaolasi
pengendaliannya;

6. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigajasedumber
infeksi OPT,;

7. Penetapan larangan pemasukan dan pengeluaran peedizawa
hama dan penyakit tanaman;

8. Bimbingan dan pemanfaatan pemantauan penggunaarhagati;

[{e]

. Bimbingan pengelolaan dan konservasi agen hayati;

10.Pengawasan penggunaan pestisida;
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11.Penetapan areal puso dan atau eksplosi karengyaararganisme
penggangu tumbuhan dan bencana banjir serta kgkerin

12.Penyedian dukungan pengendalian, eradikasi tanaaarbagian
tanaman;

13.Pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
14.Pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian;

15.Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabad deam
penyakit menular dibidang pertanian;

16.Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasandan
penyakit tanaman;

17.Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit;
n. Kesehatan hewan;
1. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;

2. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatean tipe
C

3. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-un
pelayanan kesehatan hewan;

4. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan da
operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanaghik¢an hewan;

5. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewgkup
kabupaten;

6. Penyidikan evidemologi penyakit hewan bakteriawirusy dan
penyakit hewan lainnya;

7. Pemetaan penyakit hewan;

8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-staekdar
pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan

9. Pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner;
0. Penyebaran dan pengembangan peternakan;

1. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengenmbaaga
redistribusi ternak;

2. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak;

3. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusiaktern
pemerintah;
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p. Pemberian Perizinan.;

1. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depa, tkios dan
pengecer;

2. Pemberian izin produksi bibit;

3. Pemberian izin usaha peternakan;

4. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan;

5. Pemberian izin Usaha rumah sakit/ Klinik hewan.;

6. Pemberian izin usaha RPH/ RPU kecuali untuk ekisppor;
g. Pembinaan usaha;

1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis penbimadu dan
pengolahan hasil pertanian;

2. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu kprodu
pertanian;

3. Bimbingan Pemanfaatan hasil pertanian;

4. Bimbingan Pengelolaan unit pengolahan, alat traeppr unit
penyimpanan dan hasil pertanian;

5. Pelaksanaan Promosi komoditas pertanian;

6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyelarluas
informasi pertanian;

7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasérpan;

8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usathadan
penyampaian pola kerjasama usaha tani;

9. Bimbingan Penerapan teknologi panen, pasca panem da
pengolahan hasil pertanian;

10.Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygene daitassan
lingkungan usaha pertanian;

11.Pelaksanaan Studi Amdal / UKL/ UPL di bidang pegan

12.Bimbingan pelaksanaan Amdal;

13.Pemberian izin usaha agroindustri;

14.Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindelsanian;
r. Sarana usaha;

1. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaadnisys;
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2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
3. Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis;

4. Pembianan dan bimbingan terhadap lembaga keuanglam m
pedesaan;

5. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, dan pemanfaidan
pengembalian kredit;

6. Pembinaan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro
pedesaan;

s. Ketahanan pangan;

1. Pemantauan produksi dan ketersedian /cadangan rpatgi®gis
nabati dan hewani;

2. Pemantauan, pengkajian, dan pengembangan cadarageanp
pemerintah;

3. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupamgae dan
cadangan pangan dengan pemerintah dan masyarakat;

4. Fasilitasi pelaksanaan, norma dan standar pengegabahstribusi
pangan;

5. Pemantauan, pengajian dan pengawasan penerapdarstannis
distribusi pangan;

6. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan diyahila
kabupaten;

7. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan;
8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan;
9. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pengan;

10.Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produkyasska
genetic;

11.Pengelolaan sistem jaminan mutu;
12.Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat;

13.Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarmik
pedesaan dan perkotaan;

14.Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggnla
gejala kekurangan pangan serta keadaan daruradmang

15.Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam
menanggulangi kerawanan pangan;
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16.Pengembangan sumberdaya menusia di bidang kewaspdda
pengembangan mutu pangan siap konsumsi;

17.Pengkajian, perekayasaan dan pengembangan kelesnbaga
ketahanan pangan di pedesaan;

18.Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelaiadangan
pangan;

19.Peningkatan motivasi masyarakat/ aparat dalam eangk
pemantapan ketahanan pangan;

20.Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan dakal
makanan tradisional,

21.Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangagana&at
dan stabilisasi harga pangan masyarakat;

22.Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka hataha
pangan masyarakat;

23.Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat te@taiganan
pangan pada tingkat rumah tangga;

24.pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkiatdaan
pangan masyarakat;

25.Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga qedamp
pemasaran hasil, dan teknologi dalam rangka gerk&tahanan
pangan masyarakat;

26.Pemantauan pola konsumsi masyarakat;

27.Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berhasisers
pangan wilayah;

28.Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganekaragdmasumsi
pangan wilayah;

t. Pengembangan statistik dan system informasi parani

1. Pengumpulan data dan statistik spesifikasi lokases informasi
pertanian spesifikasi lokasi;

2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primeno&ias
pertanian dan sumberdaya alam;

3. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian;
4. Diseminasi kepada pemakai langsung;

5. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikannfiamasi
pertanian;
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6. Pengadaan SDM perstatistikan dan system inforneaisampan;

7. Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan nflamasi
pertanian;

8. Perawatan dan evaluasi sistam teknologi sistennmési;
(2) Kewenangan dibidang perkebunan, meliputi:
a. Perencanaan dan Pengendalian;
1. Penyusunan rencana perkebunan Kabupaten;

2. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian @dsarndustri
primer bidang perkebunan Kabupaten;

3. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahanprgabunan
Kebupaten;

4. Penyusunan perencanaan program dan proyek pemlzangun
perkebunan kabupaten;

5. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun;
6. Penetapan kawasan pertanian terpadu Kabupaten;
b. Pembenihan;
1. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Balai Benih;
2. Pemberian izin usaha penangkaran benih bina pgamnan

3. Penilaian berkala terhadap izin usaha penangkaeath bbina
perorangan/ swasta/ proyek;

4. Pelaksanaan Sertifikasi benih/bibit;
5. Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tiregghlbina;

6. Pengadaan benih pokok (SS) dan Benih Sebar (E®mtan
perkebunan (semusim);

7. Penerapan standar teknis perbenihan/ pembibitag yaeliputi
sarana, tenaga, dan metode;

8. Pengembangan dan sitem informasi pembenihan,;

9. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/ bibit, rbenih/ bibit,
dan varietas komoditas;

c. Pupuk dan pestisida;

1. Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas Id&asi di
Kabupaten;
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2. Penyuluhan penggunaan pupuk;
3. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di Kabupaten;

4. Pemantauan dan eveluasi pengadaan, distribusipéeaggunaan
pupuk di Kabupaten;

5. Pengembangan sistem informasi perpupukan di Kabogdat
6. Pengujian daya efektifitas pestisida;
7. Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida;

8. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dggupaan
serta pemusnahan pestisida;

9. Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pesssitia
penanggulangannya;

10.Pengembangan sistem informasi dan peredaran gastdi
Kabupaten;

d. Alat dan mesin;

1. Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap ngiote
pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga
penelitian;

2. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifitas alatneesin di
Kabupaten;

3. Penyuluhan penggunaan alat dan mesin;

4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi €aggpnaan
alat dan mesin di Kabupaten;

5. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan paned&at
dan mesin;

e. Perizinan Usaha;

1. Pengumpulan dana penyebaran data informasi pestitay
kemoditas termasuk kawasan industri masyarakat eparan
(KIMBUN) di Kabupaten-regional-nasional;

2. Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi ysujgoh
demand produksi komoditas di Kabupaten-regionabnas

3. Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sodahoanis dan
ekologis usaha agribisnis perkebunan,;

4. Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis per&epun

5. Perhitungan potensi pendapatan asli daerah ddrayssrkebunan;
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6. Pemberian izin usaha perkebunan;

7. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian daim
pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten;

8. Pengembangan sistem informasi perizinan usaha lpenke di
Kabupaten;

f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

1. Pengkajian daya dukung unit pengolahan hasil indpster dan
lanjutan untuk komoditas perkebunan di Kabupatdret@sama
dengan lembaga penelitian;

2. Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkatuna
3. Penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan hasil

4. Pemberian izin pengoperasian unit pengolahan rdikditkan
dengan izin usaha perkebunan mencakup hubunganaémsi
kapasitas produksi dengan luas areal pengusahaaumn kean
industrinya di Kabupaten;

5. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian dam,
pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkab di
Kabupaten;

6. Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologolpkan
hasil perkebunan;

7. Pengumpulan data informasi pasar (lokal-regionalemeal-
internasional) komoditas perkebunan;

8. Penyebaran data dan informasi pasar komoditas menk@ di
Kabupaten;

9. Analisis dan evaluasi data dan informasi pasarafio&gional-
nasional-internasional) komoditas perkebunan;

10. Analisis dan evaluasi formula harga dasar komogekebunan;

11.Promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan
kelembagaan lokal-regional-nasional dan internagdjon

g. Perlindungan Perkebunan;

1. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengenaliaamisme
pengganggu tanaman (OPT), Pengendalian Hama Te(p&til),
bencana alam dan gangguan usaha perkebunan didehup
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2. Pemetaan pengendalian OPT, PHT, bencana alam dayugn
usaha perkebunan di Kabupaten;

3. Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT,, PHT
penanggulangan bencana alam dan ganguan usahayrerhke

4. Penerapan teknologi pengendalian OPT dan PHT diaten;
5. Pemantauan penggunaan pestisida;
6. Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agen hayati;

7. Penetapan areal yang terkena eksplosi serangan B#NEana
banjir, kekeringan, kebakaran, serta analisis karunya;

8. Pengendalian eksplosi hama dan penyakit;

9. Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradskesnan dan
bagian tanaman;

10.Pengembangan sistem informasi perlindungan perlegbudi
Kabupaten;

11.Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayat d
okosistemnya, pengawetan, dan pemanfaatan sestag;le

h. Sumberdaya Manusia;

1. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersedieaaga kerja
perkebunan baik di tingkat lapangan maupun st&btiupaten;

2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan datitmsn;
3. Pengembangan karir staf;
4. Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja;
5. Pengembangan sisten informasi sumberdaya manukebpaan;
6. Pelaksanaan kursus/ pelatihan di Kabupaten;
i. Budidaya;

1. Penyusunan rencana rehabilitasi, intensifikasitegilssfikasi, dan
diversifikasi usaha tani di Kabupaten;

2. Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasisteksifikasi, dan
diversifikasi usaha tani di Kabupaten;

3. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikdsstensifikasi, dan
diversifikasi usaha tani di Kabupaten;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasisifikasi,
ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kaditen;
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J-

K.

5. Pengembangan sistem informasi rehabilitasi, int&asi, ekstensi,
dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten;

Penyuluhan;
1. Percobaan hasil lembaga penelitian;

2. Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, bukjaJahatabloid,
media elektronika, dan media komunikasi lainnya ge®ai
perkebunan;

3. Pembuatan demonstration plot;

4. Menyelenggarakan ceramah, pertunjukan, pamerarendgsyra,
lomba, perpustakaan;

5. Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan dpktdmny
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhabdpiten;
Data dan statistik;

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analieita s
penyajian data dan informasi perkebunan di Kabupate

2. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebdaarsistem
informasi geografis perkebunan di Kabupaten;

(3) Kewenangan dibidang kehutanan, meliputi:

1.

Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaataas&a, izin
usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain tavisdam,
pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kengapann usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu sertapgutan hasil
hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi;

Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kawasam, ugaha
pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemamdusil hasil
hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung;

Penyelenggaraan Inventarisasi terestik dan pemetasan dalam
kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilaigahupaten;

Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekosnisian penataan
batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung dayah
Kabupaten;

Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan day hutan
kota di wilayah Kabupaten;

Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota dyavil&abupaten;
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7. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peatagk
produktivitas lahan;

8. Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi afiReri€erja
Tahunan, Rencana Kerja Lanjutan dan Rencana H®faanfatan
Hutan);

9. Peyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wild§athupaten;
10. Pemantauan hasil hutan;

11.Pemungutan dan penatausahaan luran lIzin Usaha Ret@anHutan
(NUPH), Dana Reboesasi (DR), Provisi Sumber DaydaH (PSDH)
Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelesthitudan;

12.Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Indus?Bl)(R
pengolahan hasil hutan bagi Industri Pengolahanukdylu (IPKH)
yang sumber bahan bakunya berasal dari Kabupateng ya
bersangkutan;

13.Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatandaudata usaha
hasil hutan serta Tata Usaha luran Izin Usaha Plaai@am Hutan
(INUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Dayatan (PSDH),
Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelesthitgan;

14.Penertiban hasil hutan illegal;

15.Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisidé& uahaman
kehutanan;

16.Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit padadmaman;
17.Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;

18.Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutda patan produksi
dan hutan lindung;

19.Rehabilitasi hutan mangrove di dalam dan di luawdsan hutan
kecuali pada kawasan hutan konservasi;

20.Penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelsdasang burung
wallet di hutan lindung, hutan produksi dan hutaathn;

21.Penyelenggaraan pengelolaan perlebahan;
22.Penyelenggaraan pengelolaan pesuteraan alam;
23.Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tamadurca

24.Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liag tidak dilindungi
peraturan perundang-undangan dan tidak termasuamdalaftar
appendik Convention on International Trade in Eggaed Species of
Wild Fauna and Flora (CITES) pada areal buru dédkéouru;
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25.Penyelenggaraan Perizinan dan pemanfaatan tumlameatwa liar
yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan yang tidak
termasuk dalam daftar appendix Cinvention on l@teonal Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);

26.Pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kelaman

27.Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangamédetakaran
pada kawasan hutan;

28.Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan;

29.Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilapahgelolaan hutan
kemasyarakatan di wilayah Kabupaten;

30.Pemberian izin kegiatan hutan kemasyarakatan dyeafi Kabupaten;

31.Perencanaan Pembangunan Kehutanan Wilayah Kabupaten

BAB Il
ORGANISASI
Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutandiri dari:

o

Kepala Dinas;

o

Bagian Tata Usaha,
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d. Bidang Perkebunan;
e. Bidang Peternakan;
f. Bidang Kehutanan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
1. UPTD Pembenihan;
2. UPTD Perlindungan Tanaman;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutaebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidakisg#ngan dari
Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakamigabugas Dinas
Pertanian dan Kehutanan di bidang penyelenggaraasam perencanaan,
kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaledaochdPasal 7, Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja;
b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepeggwaian
c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbesaiaha

d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapammahtanggaan,
surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Sub Bagian Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum.
Pasal 10

(1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukarmgupasan
administrasi kepegawaian.

(2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum mempuuogas
melakukan penyusunan rencana dan program kerjayetegiggarakan
pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta lemggerakan
kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggamai menyurat,
kearsipan, kehumasan dan protokol.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunygasunelaksanakan
sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan dadlg tanaman pangan
dan hortikultura.

Pasal 12
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimakalaindPasal 11,
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyejdu:

a. Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan bimbingadadd tanaman
pangan dan hortikultura;

b. Pengawasan dan pembinaan perijinan serta pembusadia tanaman dan
hortikultura.

Pasal 13
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari

a. Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Tani TananmagaR dan
Hortikultura;

b. Seksi Perlindungan dan Perluasan Areal Tanaman aRangan
Hortikultura.

Pasal 14

(1) Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Tani Tanafangan dan
Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyuuhaembinaan
produksi tanaman padi, palawija dan hortikulturataseisaha tani dan
pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dakuiltrsta.

(2) Seksi Perlindungan dan Perluasan Areal Tandaagan dan Hortikultura
mempunyai tugas melaksanakan perlindungan tanansgap dan
hortikultura serta perluasan areal pertanian tanam@angan dan
hortikultura.

Bagian Keempat
Bidang Perkebunan
Pasal 15

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakargiaabtugas Dinas
Pertanian dan Kehutanan dibidang perkebunan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimakalamdPasal 15,
Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan penyuluhan/ pembinaan perkebunan;
b. Pelaksanaan prosedur perizinan dan pembinaan pegtebunan;

c. Pelaksanaan penelitian dibidang perkebunan speksiBkah sesuai dengan
masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khdsdaerah;

d. Penyelenggaraan pengujian dalam rangka penetdgasidgi anjuran.
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Pasal 17
Bidang Perkebunan terdiri dari:
a. Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Perkebunan,;
b. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan.
Pasal 18

(1) Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Perkebunanpumsai tugas
melaksanakan penyuluhan, penyusunan rencana, yetdan pembinaan
produksi perkebunan serta pelayanan perizinan, ibgabh usaha,
pengolahan dan pemasaran serta pembinaan usaledysak.

(2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Perkebomgampunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana, pendataan dan inpamb
pengembangan tanaman perkebunan dan pelestaridrersaiaya lahan
serta identifikasi, pengamatan dan peramalan osgenipengganggu
tanaman perkebunan serta upaya pengendaliannya.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan
Pasal 19

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakargiaabtugas Dinas
Pertanian dan Kehutanan dibidang peternakan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimakalamdPasal 19,
Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan bimbingatadippeternakan;

b. Pengawasan dan pembinaan terhadap badan/ swasta bgagerak
dibidang peternakan;

c. Pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternakgegpban dan
pemberantasan penyakit serta pengawasan terhadagr kaasuknya
ternak.

Pasal 21
Bidang Peternakan terdiri dari :
a. Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Peternakan;
b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakaeiete

Pasal 22
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(1) Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Peternakanpumgai tugas
melaksanakan penyuluhan, pembinaan produksi, pameb dan
pengembangan ternak serta pembinaan usaha taak téam pengolahan
hasil ternak.

(2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat reviete
mempunyai tugas melakukan pengamatan, pencatatanbuatan peta
penyidikan dan epidemilogi penyakit hewan, pemaartdalu lintas hewan
bukan hasil asal hewan dan hasil bahan asal hewancegahan,
pemberantasan dan pelaporan penyakit hewan, paredalat serta
pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan hygine saaitasi
lingkungan usaha peternakan serta menyelengganmadayanan rumah
potong hewan.

Bagian Keenam
Bidang Kehutanan
Pasal 23

Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan is@baggas Dinas
Pertanian dan Kehutanan dibidang kehutanan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimakaltamdPasal 23,
Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan bimbingatadikehutanan;

b. Pengawasan dan pembinaan terhadap badan/ swasta bgagerak
dibidang kehutanan.

Pasal 25
Bidang Kehutanan terdiri dari :
a. Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Kehutanan;
b. Seksi Bina Hutan dan Pengamanan Hutan.

Pasal 26

(1) Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Kehutanan ommap tugas
menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan terhaelaksanaan
kegiatan dalam bidang pengusahaan hutan dan petanrgasil hutan.

Seksi Bina Hutan dan Pengamanan Hutan mempungas tmelaksanakan
pengawasan mutu hasil hutan, pengukuran dan pangbpsil hutan serta
melaksanakan kegiatan dalam mengembangkan nilapaatfuktivitas hutan

yang meliputi usaha-usaha penghijauan, reboisasret@abilitasi hutan serba
guna serta pelestarian alam dan lingkungan hiddp pengamanan hutan.
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Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 27

(1) Pada organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan dipantuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kedotuh

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdixi dar

a. UPTD Pembenihan mempunyai tugas melaksanakaygiaebtugas
Dinas Pertanian dan Kehutanan dibidang pembenihan.

b. UPTD Perlindungan Tanaman mempunyai tugas neataksn
sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan d@igerlindungan
tanaman.

Bagian kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mealaksa sebagian tugas
Dinas Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan keahlia

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimakslaindBasal 28,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungdigang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayatdidmpin oleh
seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk takan tenaga
fungsional yang ada dilingkungan Dinas Pertamian Kehutanan oleh
Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksudgadd1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagardanaksud pada ayat (1),
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undargenbgriaku.

BAB |V
TATA KERJA
Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepa@aB Tata Usaha,
para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelomjaidatan Fungsional

Perda Kabh. Belitung No. 11 Tahun 2003 29



wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi gimkronisasi secara vertikal
dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masmgupun antar satuan
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupatga ggstansi lain sesuai
dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pertaniam d¢&hutanan
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikawabannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta pd&tunpagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pertanian Kiehutanan wajib
mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawadpakda Atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pepa waktunya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Raratiaerah
Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Qisgai Dinas
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten BgitTahun 2000
Nomor 21) sepanjang mengatur organisasi Dinas ian@an Kehutanan
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daena akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai @aakannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggald#ingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pelaggan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalambdram Daerah
Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.
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Diundangkan di Tanjungpandan
padatanggal 15 Desember 2003.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

Cap/dto.

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 18
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LAMPIRAN: PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2003.

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

KEPALA DINAS
PERTANIAN &
KEHUTANAN
KELOMPOK BAGIAN
JABATAN TATAUSAHA
FUNGSIONAL
I |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN,
KEUANGAN &
UMUM
I I I |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TANAVAN PERKEBUNAN PETERNAKAN KEHUTANAN
PANGAN &
HORTIKULTURA

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

PENYULUHAN, PROD. & PENYULUHAN, | | PENYULUHAN, | | PENYULUHAN,
USAHA TANI TAN. PANGAN & PRODUKSI & PRODUKSI & PRODUKSI &
HORTIKULTURA USAHA PERKEBUNAN USAHA PETERNAKAN USAHA KEHUTANAN

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERLINDUNGAN & PENGEMBANGAN & | | KESWAN & KESEHATAN BINA HUTAN &
PERLUASAN AREAL TP & PERLINDUNGAN MASYARAKAT PENGAMANAN

HORTIKULTURA PERKEBUNAN VETERENIER HUTAN

UPTD
I |
PEMBENIHAN PERLINDUNGAN
TANAMAN

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.
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